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ABSTRAK

Pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan bank dan lembaga
keuangan non-bank di Indonesia sekarang ini dilakukan oleh lembaga baru yang
bersifat independen yang dinamakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang
merupakan amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank
Indonesia. Terkait pengawasan perbankan yang sebelumnya dijalankan oleh
Bank Indonesia, saat ini beralih kepada OJK. Akan tetapi, pengaturan dan
pengawasan bank ini tidak sepenuhnya lepas dari Bank Indonesia. Dimana OJK
bertugas mengatur dan mengawasi perbankan dalam lingkup mikroprudensial
sedangkan Bank Indonesia mengatur dan mengawasi perbankan dalam lingkup
makroprudensial. Hal ini berarti, Bank Indonesia masih tetap mempunyai
tanggung jawab dalam hal pengaturan dan pengawasan perbankan. Pengalihan
tugas Bank Indonesia kepada OJK ini menjadi suatu kajian yang menarik karena
terdapat dua lembaga yang mengatur dan mengawasi perbankan saat ini.
Dimana kedua lembaga tersebut sama-sama menyandang status sebagai lembaga
yang independen yang dituntut harus lepas dari segala bentuk campur tangan
pihak lain.

Kata Kunci : Pengaturan - Pengawasan - Perbankan - Bank Indonesia -
Otoritas Jasa Keuangan

PENDAHULUAN

Peranan perbankan dalam lalu lintas bisnis, dapatlah dianggap sebagai kebutuhan
yang mutlak diperlukan oleh hampir semua pelaku bisnis. Berdasarkan Pasal 1
angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan “Bank adalah
badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Hal ini
merupakan bukti bahwa lembaga perbankan merupakan salah satu pilar utama
bagi pembangunan ekonomi nasional yang menggerakkan roda perekonomian
negara.
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Demi pencapaian sistem perbankan yang sehat dan stabil, bank dalam
melaksanakan tugasnya tidak luput dari pengawasan Bank Indonesia yang
bertindak selaku bank sentral. Kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral,
mempunyai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Demi
mewujudkan tujuannya tersebut, Bank Indonesia memiliki tugas sebagaimana
yang dicantumkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yaitu
sebagai berikut :

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;

b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;

c. Mengatur dan mengawasi bank.

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan Bank
Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut harus
ditopang dengan pilar utama, yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-
hatian, sistem pembayaran yang cepat, tepat, dan andal, serta sistem perbankan
dan keuangan yang sehat. Namun, pada saat sekarang ini tugas pengaturan dan
pengawasan perbankan tidak lagi menjadi tugas Bank Indonesia, melainkan
menjadi tugas sebuah lembaga pengawas sektor jasa keuangan baru yang
dinamakan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK
tidak hanya mengatur dan mengawasi lembaga keuangan bank akan tetapi juga
lembaga keuangan non-bank. Terlihat jelas bahwa OJK memiliki kewenangan
yang sangat luas. Bukan hanya itu, OJK juga memiliki kewenangan untuk
melakukan pungutan dari lembaga keuangan yang diawasinya. Pasal 34 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK menyebutkan bahwa :
“Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.”
Dimana anggaran OJK tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan
operasional, administratif, pengadaan aset dan kegiatan pendukung lainnya.

Sungguh menjadi suatu permasalahan yang menarik, ketika sebuah lembaga
pengawasan yang dikatakan independen menarik pungutan berupa fee dari
lembaga yang diawasinya. Selama ini pengawasan perbankan dilakukan oleh
Bank Indonesia dengan anggaran untuk keperluan tersebut seluruhnya atas beban
Bank Indonesia tanpa memungut dari lembaga perbankan dan juga tidak
dialokasikan dari APBN. Hal ini juga bisa mempengaruhi independensi OJK,
bahwa tidak tertutup kemungkinan nantinya pengawasan yang dilakukan oleh
OJK tergantung pada besar kecilnya fee yang dibayarkan oleh suatu lembaga
perbankan tertentu kepada OJK. Kemudian OJK dipimpin oleh Dewan
Komisioner yang beranggotakan sembilan orang anggota yang bersifat kolektif
dan kolegial. Namun dua diantara sembilan anggota Dewan Komisioner tersebut
merupakan anggota Ex-Officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota
Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan anggota Ex-Officio dari Kementerian
Keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bisa mempengaruhi independensi
OJK vyang tadinya diharapkan mampu bebas dari segala bentuk intervensi.
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Teori Perbankan

Bank di Indonesia, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa: “Bank adalah badan usaha
yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Sedangkan
Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan
usahanya. Dalam menjalankan sebuah sistem yang dinamakan sistem perbankan,
maka harus ada hukum yang mengaturnya yang dinamakan dengan hukum
perbankan. Hukum perbankan adalah serangkaian ketentuan hukum positif yang
mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan,
kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya.

Teori Independensi

Istilah independen dalam bahasa Inggris ditulis dengan independent yaitu not
governed by another, not requiring or relying on something or somebody else, not
easily influenced, (tidak diatur oleh orang lain, yang tidak membutuhkan atau
tergantung pada sesuatu atau orang lain, tidak mudah dipengaruhi). Black’s Law
Dictionary menyebutkan independen sebagai not dependent; not subject to
control, restriction, modification, or limitation from a given outside source (tidak
tergantung, tidak tunduk pada kontrol, pembatasan, modifikasi atau keterbatasan
sumber daya yang disediakan di luar). Jadi dapat disimpulkan, Independensi
adalah suatu keadaan atau posisi dimana tidak terikat dengan pihak manapun.
Artinya keberadaannya adalah mandiri. Tidak mengusung kepentingan pihak
tertentu atau organisasi tertentu dan bebas dari campur tangan pihak tertentu.

Bank Indonesia selaku bank sentral menyandang status lembaga negara yang
independen. independensi Bank Indonesia selaku bank sentral dijamin dalam
konstitusi negara Republik Indonesia yaitu terdapat dalam Pasal 23D Undang-
Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa : “Negara memiliki suatu bank
sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan
independensinya diatur dengan undang-undang.” Secara normatif, OJK juga
menyandang status sebagai lembaga yang independen, tercantum dalam defenisi
OJK yang dimuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 undang-undang OJK bahwa
“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang
independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi,
tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.” Untuk mengukur independensi
suatu lembaga menurut hukum dapat diukur dalam empat aspek yaitu
institusional, fungsional, organisasional, dan finansial.
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Konsep Pengawasan

Dalam hal pengawasan perbankan, setiap negara berkepentingan dan menaruh
perhatian yang besar terhadap fungsi dan peran pengawasan bank yang harus
dilakukan oleh pemerintah. Tujuan dari pengawasan ini pada dasarnya adalah
untuk mengusahakan terwujudnya usaha bank sehat dan berdasarkan asas kehati-
hatian, dan mampu meredam hingga sekecil-kecilnya beragam risiko dari usaha
bank, serta mewujudkan keamanan dan kestabilan sistem perbankan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif.
Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang
berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum,
artikel, jurnal yang yang berhubungan dengan judul penelitian. Penelitian ini lebih
membahas mengenai perbandingan hukum.

Penulis menggunakan sumber data sekunder, yaitu :
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu :
1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank
Indonesia.
3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh
Otoritas Jasa Keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan
merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus
hukum.

c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode
kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Dalam penelitian ini penulis
menganalisis data secara kualitatif, dimana data yang dianalisis diuraikan secara
deskriptif dari data yang telah diperoleh. Sedangkan dalam menarik kesimpulan
penulis menggunakan metode berfikir deduktif.

Tugas Bank Indonesia Sebelum Terjadinya Pengalihan Tugas Pengaturan
dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa
keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank
Indonesia.
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Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank

Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan

antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan/atau suku bunga.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dalam hal tugas menetapkan dan

melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang :

a. Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi yang
ditetapkan;

b. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang
termasuk tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka dipasar uang baik
rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan
wajib minimum, pengaturan kredit atau pembiayaan.

Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal merupakan salah satu
syarat keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan moneter. Dalam rangka mengatur
dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang:

a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa
sistem pembayaran;

b. Mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan
laporan tentang kegiatannya;

c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran, agar alat pembayaran yang
digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan bagi pengguna.
Termasuk dalam membatasi penggunaan alat pembayaran tertentu dalam
rangka prinsip kehati-hatian.

Mengatur dan Mengawasi Bank

Pada hakikatnya pengaturan dan pengawasan bank dimaksudkan untuk
meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan
bank, bahwa bank-bank dari segi finansial tergolong sehat, bahwa bank dikelola
dengan baik dan profesional, serta didalam bank tidak terkandung segi-segi yang
merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya
di bank. Tugas pengaturan dan pengawasan bank merupakan tugas dari Bank
Indonesia selaku bank sentral yang paling penting dalam menciptakan sistem
perbankan yang sehat yang pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya
efektifitas moneter. Dalam hal pembinaan dan pengawasan tersebut Bank
Indonesia menetapkan kriteria kesehatan bank yang meliputi aspek kecukupan
modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan aspek lain
yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai
dengan prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap bank oleh Bank Indonesia
sebagai bank sentral dapat bersifat pengawasan langsung atau pengawasan tidak
langsung.
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Menurut penjelasan pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia, pengawasan langsung adalah pengawasan dalam bentuk
pemeriksaan yang disertai dengan tindakan-tindakan perbaikan. Sedangkan
pengawasan tidak langsung adalah bentuk pengawasan dini melalui penelitian,
analisis, dan evaluasi laporan bank. Berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan
bank pada dasarnya hal-hal yang dapat dilakukan oleh otoritas pengawasan
meliputi empat kewenangan, yaitu kewenangan memberikan izin (power to
license), kewenangan untuk mengatur (power to regulate), kewenangan untuk
mengendalikan atau mengawasi (power of control), dan kewenangan untuk
mengenakan sanksi (power to impose sanction).

Tugas Bank Indonesia Setelah Terjadinya Pengalihan Tugas Pengaturan dan
Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa
Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Otoritas Jasa Keuangan

Sejarah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan

Awal pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berawal dari adanya keresahan dari
berbagai pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada tiga hal yang
melatarbelakangi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu perkembangan
industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri
jasa keuangan, dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
yang merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada Tahun 1997-1998 yang
berdampak sangat berat terhadap Indonesia, khususnya sektor perbankan.

Krisis pada Tahun 1997-1998 yang melanda Indonesia mengakibatkan banyaknya
bank yang mengalami koleps sehingga kinerja Bank Indonesia dipertanyakan
sebagai lembaga pengawas perbankan. Kelemahan kelembagaan dan pengaturan
yang tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki sehingga tercipta kerangka
sistem keuangan yang lebih tangguh. Reformasi di bidang hukum perbankan
diharapkan menjadi upaya penyembuhan Kkrisis dan sekaligus menciptakan
pencegahan dalam pemikiran permasalahan-permasalahan di masa depan. Untuk
itu, terbentuklah ide awal pembentukan Otoritas Jasa Keuangan yang sebenarnya
adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-
undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada awal pemerintahan Presiden Habibie, pemerintah mengajukan Rancangan
Undang-Undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independesi kepada
bank sentral. Rancangan Undang-Undang ini di samping memberikan
independensi, juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank
Indonesia.
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Ide pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral ini datang dari Helmut
Schlesinger, mantan Gubernur Bundesbank (bank sentral Jerman) yang pada
waktu penyusunan Rancangan Undang-Undang (kemudian menjadi Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia) bertindak sebagai
konsultan, dimana belia mengambil pola bank sentral Jerman yang tidak
mengawasi bank. Pada waktu Rancangan Undang-Undang tersebut diajukan
muncul penolakan yang kuat dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Bank
Indonesia. Sebagai kompromi, disepakati bahwa lembaga yang akan
menggantikan Bank Indonesia dalam mengawasi bank tersebut juga bertugas
mengawasi lembaga keuangan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terlihat
bahwa pemisahan fungsi pengawasan tersebut adalah memangkas kewenangan
bank sentral.

Sekarang ini, segala tugas, fungsi dan wewenang Bank Indonesia dalam hal

pengaturan dan pengawasan perbankan beralih ke OJK termasuk kasus dan

sengketa perbankan yang dalam penanganan Bank Indonesia juga dialihkan ke

OJK. Terlihat dalam ketentuan peralihan yang termuat dalam Pasal 55 ayat (1)

dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan bahwa :

(1) Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan
dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal,
Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa
Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK;

(2) Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewennag pengaturan
dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari
Bank Indonesia ke OJK.

Dihapuskannya Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank Dari Bank Indonesia

Pada perkembangannya, sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Pasal 34
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tugas Bank Indonesia berupa pengawasan
terhadap perbankan dialihkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan
yang bersifat independen yang dikenal dengan nama Otoritas Jasa Keuangan
(OJK). Independensi OJK tercermin dalam definisinya menurut Pasal 1 angka 1
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang menyebutkan OJK adalah lembaga
yang independen yang bebas dari campur tangan pihak lain.

Yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,
pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
Tugas pengaturan dan pengawasan yang diemban oleh OJK tidak hanya meliputi
pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan, namun juga sektor jasa
keuangan lainnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 undang-undang
OJK.
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Yang menyebutkan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan

terhadap :

a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;

b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan

c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Dalam hal pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada industri keuangan
baik bank maupun non bank berada di satu atap atau sistem pengawasan terpadu,
sehingga sistem pengawas bisa bertukar informasi dengan mudah. Hal ini dapat
menghindari untuk terjadi putusnya informasi antara badan pengawas bank dan
non bank yang telah ada di Indonesia sebelumnya.

Wewenang Bank Indonesia Dalam Hal Pengaturan dan Pengawasan
Perbankan Dalam Lingkup Makroprudensial

Dihapuskan serta dialinkannya tugas pengaturan dan pengawasan perbankan
kepada OJK ternyata tidak membuat Bank Indonesia terlepas sepenuhnya dari
kepentingan pengaturan dan pengawasan bank. Dalam penjelasan Pasal 7
undang-undang OJK menyebutkan bahwa pengaturan dan pengawasan yang
dilakukan oleh OJK mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan
pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan
microprudential. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan macroprudential
yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam Pasal 7 yang
memuat tentang wewenang OJK dalam menjalankan tugas pengaturan dan
pengawasan di sektor perbankan ini merupakan tugas dan wewenang Bank
Indonesia.

Menurut Bismar Nasution, macroprudential supervision adalah mengarahkan dan
mendorong bank serta sekaligus mengawasinya agar dapat ikut berperan dalam
program pencapaian sasaran ekonomi makro, baik yang terkait dengan
kebijaksanaan umum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemantapan
neraca pembayaran, perluasan lapangan kerja, kestabilan moneter, maupun upaya
pemerataan pendapatan dan kesempatan berusaha. Sedangkan tujuan dari
microprudential supervision adalah mengupayakan agar setiap bank secara
individual sehat dan aman, serta keseluruhan industri perbankan menjadi sehat
dan dapat memelihara kepercayaan masyarakat. Ini berarti setiap bank dari sejak
awal harus dijauhkan dari segala kemungkinan risiko yang akan timbul. Tugas
pengawasan Bank Indonesia terhadap perbankan dalam lingkup makroprudensial,
Bank Indonesia melakukan pemeriksaan langsung kepada bank tertentu yang
tergolong ke dalam Systemically Important Bank dan/atau bank lainnya sesuai
dengan kewenangan Bank Indonesia di bidang makroprudensial. Kemudian Bank
Indonesia juga dapat melakukan langkah-langkah penyehatan terhadap bank yang
mengalami kesulitan likuiditas atau kondisi kesehatan yang semakin memburuk.
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Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 41 ayat (2) undang-undang OJK
yang berbunyi: “Dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami
kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan yang semakin memburuk, OJK
segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah
sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.” Adapun langkah-langkah yang
sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia yang dimaksud adalah pemberian
fasilitas pembiayaan jangka pendek dalam menjalankan fungsi Bank Indonesia
sebagai lender of the last resort. Hal ini juga termasuk kedalam tugas Bank
Indonesia dalam lingkup makroprudensial.

Koordinasi Antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan

Koordinasi kedua lembaga diwujudkan dalam beberapa hal yaitu dimana OJK
berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam pembuatan peraturan pengawasan di
bidang perbankan, dan kemudian Bank Indonesia bersama OJK akan
berkerjasama dalam tukar-menukar informasi perbankan, serta Bank Indonesia
dalam kondisi khusus dapat melakukan pemeriksaan kepada bank setelah
berkoordinasi dengan OJK.

Selain harus menjaga koordinasi dengan Bank Indonesia, OJK juga harus menjaga
koordinasi dengan lembaga lain yaitu Kementerian Keuangan dan Lembaga
Penjamin Simpanan. Maka dari itu dibentuk protokol koordinasi untuk menjaga
stabilitas sistem keuangan yang dinamakan dengan Forum Koordinasi Stabilitas
Sistem Keuangan atau yang disingkat dengan (FKSSK) yang anggotanya terdiri
atas:

a. Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator;

b. Gubernur Bank Indonesia selaku anggota;

c. Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota; dan

d. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota.

Menurut Pasal 45 ayat (1) undang-undang OJK, Forum Koordinasi Stabilitas
Sistem Keuangan dalam keadaan normal wajib melakukan pemantauan dan
evaluasi stabilitas sistem keuangan, melakukan rapat paling sedikit satu kali
dalam tiga bulan, dan membuat rekomendasi kepada setiap anggota untuk
melakukan tindakan dan/atau membuat kebijakan dalam rangka memelihara
stabilitas sistem keuangan, dan melakukan pertukaran informasi. Sedangkan
dalam kondisi tidak normal untuk pencegahan dan penanganan Krisis,
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 ayat (2) undang-undang OJK, Menteri
Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK dan/atau
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang mengindikasikan
adanya potensi krisis atau telah terjadi krisis pada sistem keuangan, masing-
masing dapat mengajukan ke Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan untuk
segera dilakukan rapat guna memutuskan langkah-langkah pencegahan atau
penangan Krisis.
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Terkait dengan pengaturan dan pengawasan perbankan, dibentuknya OJK
mengakibatkan semakin sempitnya tugas dan wewenang Bank Indonesia.
Sementara tujuan tunggalnya tetap sama yaitu mencapai dan memelihara
kestabilan nilai rupiah. Dengan tujuan tunggal tersebut, Bank Indonesia selama ini
mempunyai tiga tugas yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,
mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan
mengawasi perbankan. Bila diibaratkan tiga pilar, maka satu pilar telah patah.
Meskipun Bank Indonesia masih mengemban tugas pengaturan dan pengawasan
perbankan dalam lingkup macroprudential, tetap saja tugas tersebut tidak murni
dijalankan sepenuhnya oleh Bank Indonesia melainkan dilakukan oleh dua
lembaga pengawasan.

Memang dimungkinkan dalam undang-undang untuk dilakukannya koordinasi
antara lembaga-lembaga terkait, akan tetapi koordinasi ini tentu memerlukan
waktu dan harus dibahas bersama sebelum diputuskan secara bersama oleh
lembaga terkait yaitu Menteri Keuangan, Bank Indonesia, OJK dan Lembaga
Penjamin Simpanan.

Independensi Otoritas Jasa Keuangan

Untuk mengukur independen suatu lembaga menurut hukum dapat diukur dalam
empat aspek yaitu institusional, fungsional, organisasional, dan finansial.

Independensi Institusional

Independensi institusional disebut juga sebagai political atau goal independence,
karena dalam independensi ini berarti status OJK sebagai lembaga yang secara
mendasar terpisah dari eksekutif atau pemerintah, bebas dari pengaruh legislatif
atau parlemen, bebas untuk merumuskan tujuan atau sasaran akhir dari
kebijakannya tanpa pengaruh dari lembaga politik dan atau pemerintah.

Jika dilihat dari segi tujuan, OJK memiliki tujuan dan sasaran akhir yang jelas,
dimana jelas dimuat dalam Pasal 4 undang-undang OJK. Akan tetapi, dalam hal
OJK melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuannya, OJK tidaklah
murni mandiri. OJK harus berkoordinasi dan bekerjasana dengan lembaga lain.
Terkhusus dibidang perbankan OJK bekerjasama dan berkoordinasi dengan Bank
Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Independensi Fungsional

Independensi  fungsional disebut juga instrument independence. Dalam
independensi fungsional ini OJK bebas menentukan cara dan pelaksanaan dari
instrumen kebijakan yang ditetapkannya yang dianggap penting untuk mencapai
tujuannya. Pasal 8 dan Pasal 9 undang-undang OJK menunjukkan bahwa OJK
bebas menentukan tata cara dan pelaksanaan dari instrumen kebijakan yang
ditetapkannya yang dianggap penting untuk mencapai tujuannya.
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Independensi Organisasional

Independensi Organisasional merupakan hal penting untuk mencegah adanya
intervensi politik serta menjaga integritas para pengelola OJK yaitu berhubungan
dengan personalia. Masalah struktur organisasi Dewan Komisiner OJK
merupakan salah satu permasalahan yang membuat pembahasan undang-undang
OJK mengalami deadlock, karena menurut DPR struktur organisasi Dewan
Komisioner pada undang-undang OJK yang diusulkan oleh pemerintah tidak
independen, sementara pemerintah tetap menginginkan bahwa ada wakil dari
pemerintah yang mempunyai hak suara di dalam Dewan Komisioner.

Namun pada akhirnya ada kesepakatan tentang hal itu yang ditetapkan dalam
Pasal 10 undang-undang OJK, sedang pengangkatan dan pemberhentiannya
ditetapkan dalam Pasal 11 undang-undang OJK yang telah disetujui. Salah satu
yang menjadi keraguan akan independensi OJK ini adalah keberadaan perwakilan
dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sebagai Dewan Komisioner
OJK. Keberadaan perwakilan dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan ini
dikhawatirkan akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam pengambilan
setiap keputusan yang berkaitan dengan perbankan.

Akan tetapi, Hermansyah dalam bukunya mengungkapkan bahwa independensi
OJK tercermin dalam kepemimpinan OJK. Secara orang perseorangan, pimpinan
OJK memiliki kepastian masa jabatan dan tidak dapat diberhentikan, kecuali
memenuhi alasan yang secara tegas diatur dalam undang-undang OJK. Di
samping itu, untuk mendapatkan pimpinan OJK yang tepat, dalam undang-undang
OJK diatur juga mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, dan melibatkan
patisipasi publik melalui suatu panitia seleksi yang unsur-unsurnya terdiri atas
pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat sektor jasa keuangan.

Kemudian, Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan menambahkan, selain
masalah pemberhentian yang terbebas dari intervensi Presiden, sifat independen
juga tercermin dari :

a. Kepemimpinan lembaga yang bersifat kolektif, bukan hanya satu orang
pimpinan. Kepemimpinan kolegial ini berguna untuk proses internal dalam
pengambilan keputusan-keputusan, khususnya menghindari kemungkinan
politisasi keputusan sebagai akibat proses pemilihan keanggotaannya;

b. Kepemimpinan tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik
tertentu; dan

c. Masa jabatan para pemimpin lembaga tidak habis secara bersamaan, tetapi
bergantian.

Kemudian, kekhawatiran yang kedua adalah bahwa keseluruhan Dewan
Komisioner OJK ditempati oleh mantan pegawai lembaga keuangan tertentu.
Komposisi Dewan Komisioner (DK) yang akan ditempati oleh mantan pegawai
lembaga keuangan tertentu, juga menjadi dasar adanya keraguan bahwa OJK akan
benar-benar independen. Karena, hal ini bisa dikatakan bukan berpindah sistem,
tapi berpindah kantor.
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Adapun pegawai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
(Bapepam-LK) yang hijrah ke OJK mencapai 1.031 orang. Mereka akan mulai
mengemban tugas di OJK terhitung Januari 2013. Sisanya, sebanyak 1.500 berasal
dari Bank Indonesia (BI).

Independensi Finansial

Independensi finansial berkaitan dengan penetapan anggaran OJK. Dalam hal ini
OJK harus memiliki anggaran sendiri yang tidak tunduk pada persetujuan
pemerintah, OJK memiliki kebebasan dalam pengelolaan dan penggunaan
keuntungan yang diperolehnya.

Pasal 34 ayat (2) undang-undang OJK dinyatakan bahwa anggaran OJK
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau
pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Untuk
penetapan anggaran OJK terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat. Anggaran OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional,
administratif, pengadaan aset serta kegiatan pendukung lainnya. Lebih lanjut yang
dimaksud dengan “kegiatan operasional” adalah kegiatan penyelenggaraan
pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, antara lain pengaturan,
pengawasan, penegakan hukum, edukasi dan perlindungan konsumen. Sementara
“kegiatan administratif” antara lain meliputi kegiatan perkantoran, remunerasi,
pendidikan dan pelatihan, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia.
Sedangkan yang dimaksud dengan “aset” adalah aset lancar dan aset nonlancar,
antara lain persediaan, gedung, peralatan dan mesin, kendaraan, perlengkapan
kantor, serta infrastruktur teknologi informasi.

Sungguh suatu hal yang menarik sebuah lembaga yang dikatakan independen
menarik pungutan dari lembaga yang diawasinya. Tidak akan terlalu menjadi
masalah jika sumber pendapatan OJK berasal dari APBN saja, hal ini mengingat
bahwa OJK merupakan produk pemerintah, tidak akan ada salahnya jika
pemerintah yang membiayai seluruh anggaran yang ditetapkan oleh OJK dalam
menjalankan tugas dan fungsinya. Akan tetapi sumber pendanaan OJK pada
umumnya bersumber dari pungutan terhadap lembaga jasa keuangan, sementara
sumber pendanaan yang berasal dari APBN hanya sebagai pelengkap apabila
pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di industri jasa keuangan belum
dapat mendanai seluruh kegiatan operasional OJK. Terkait dengan pungutan OJK
ini, sudah ada peraturan yang mengaturnya yaitu diatur dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh
Otoritas Jasa Keuangan. Pungutan yang berlaku pada OJK meliputi :
a) Biaya Perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas
rencana aksi korporasi; dan
b) Biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan
penelitian.
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Menurut Guru Besar Hukum Keuangan Publik dari Universitas Indonesia, Arifin
P Soeria Atmadja, anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan pungutan dari penyelenggara
jasa keuangan dinilai sebagai ketidakjelasan status hukum keuangan otoritas
tersebut. Arifin berpendapat jika OJK ini independen, seharusnya OJK berbadan
hukum sendiri, jadi uang yang masuk ke OJK merupakan keuangan OJK, bukan
lagi keuangan negara. Menurut Arifin, jika OJK tidak diklasifikasikan sebagai
badan hukum dan juga tidak dipertegas sebagai lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan, maka perlu ditelaah status hukum keuangan pungutan OJK
terhadap penyelenggara jasa keuangan. Kemudian salah seorang Anggota Dewan
Komisioner OJK bidang Auditor, Ilya Avianti menilai bahwa iuran yang dipungut
dari lembaga keuangan akan mengurangi independensi OJK. Beliau berpendapat,
lebih baik pendanaan OJK berasal dari APBN semata.

Karena tidak boleh ada yang membiayai dan tidak boleh ada yang mensponsori
agar OJK tetap independen. Pengenaan fee terhadap lembaga keuangan ini
memberikan persoalan baru bagi semua aktifitas keuangan. Prof. Dr. Adler
Haymans Manurung mengungkapkan bahwa fee tersebut akan meningkatkan
biaya modal bagi perusahaan di Indonesia dan juga cost of fund untuk perbankan
dan seluruh lembaga keuangan. Artinya, secara serentak biaya modal akan
meningkat di Indonesia sehingga menurunkan daya saing produk yang dihasilkan
oleh lembaga di Indonesia. Fee tersebut akan meningkat (berdasarkan nilai) setiap
tahunnya karena pengeluaran OJK untuk operasional pasti mengalami
peningkatan setiap tahunnya.

Biaya operasional OJK tiap tahun besarnya tidak kurang dari Rp. 1,5 Trilliun.
Anggaran sebesar itu dikenakan kepada lembaga keuangan bank dan non bank.
Apabila tidak menjadi pungutan semestinya bisa untuk pengembangan perbankan,
kesejahteraan pegawai, dan lain-lain. Hal ini juga merupakan praktek baru otoritas
pengawas khususnya perbankan. Kalau tidak dikelola dengan hati-hati dapat
menimbulkan benturan kepentingan. Alangkah lebih elegant dan berwibawa jika
anggaran operasional OJK dibebankan pada APBN seluruhnya.

Dampak Pengalihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Dari
Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan

Tujuan dibentuknya OJK yaitu untuk mengatasi kompleksitas keuangan global
dari ancaman krisis, menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan, dan mencari
efisiensi di sektor perbankan dan keuangan lainnya. Namun demikian, perlu
diketahui dan dipahami bersama bahwa sesungguhnya pembentukan lembaga
pengawas sektor jasa keuangan sejenis OJK ini sudah lama dipraktekkan di
beberapa negara, dari berbagai studi dan riset sebagaimana dijelaskan di atas
menunjukkan bahwa pembentukan OJK tidak membawa dampak signifikan
terhadap kehidupan perbankan dan keuangan. Permasalahan yang sebenarnya
terletak pada koordinasi antara lembaga terkait yang mengurusi sektor jasa
keuangan.
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Kemudian, juga terdapat dua dampak utama yang mungkin timbul jika nantinya

Otoritas Jasa Keuangan benar-benar terbentuk, yaitu:

1. Dampak pertama yang akan terasa adalah kesulitan atau hambatan dalam
melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2004 dijelaskan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan
memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam pencapaian tujuannya, Bank
Indonesia diberikan tugas, antara lain menetapkan dan melaksanakan kebijakan
moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur
dan mengawasi bank, dalam pelaksanaannya ketiga tugas tersebut saling
berkaitan dan memberi dukungan satu dengan yang lain. Sistem perbankan
yang sehat akan mendukung pengendalian moneter. Apabila tugas pengaturan
dan pengawasan bank dipisahkan dari Bank Indonesia, akan dapat
menimbulkan kesulitan dan hambatan dalam melakukan koordinasi dengan
Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas lainnya. Pada akhirnya akan
berpengaruh pada keberhasilan tujuan Bank Indonesia;

2. Dampak kedua, adalah kesulitan dalam penerapan fungsi bank sentral sebagai
lender of the last resort. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, bank sentral
memerlukan informasi yang akurat dan terkini mengenai keadaan perbankan.
Dengan pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral, berdampak tidak
adanya akses langsung terhadap bank. Bank sentral tidak dapat segera
mendapat informasi yang akurat dan terkini sehingga akan mengalami
kesulitan dalam melakukan penilaian apakah yang dihadapi bank masalah
likuiditas atau masalah insolvensi.

Pemindahan fungsi pengawasan kepada lembaga baru, yaitu Otoritas Jasa
Keuangan karena ada penilaian bahwa pengawasan bank yang dilakukan oleh
bank sentral kurang efektif. Agar fungsi pengawasan menjadi efektif, setidaknya
harus ada peningkatan efesiensi fungsi pengawasan. Selain itu, dalam melakukan
pengawasan harus dilakukan secara adil terhadap semua institusi yang diawasi.
Jika cara-cara pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sama
dengan yang dilakukan sebelumnya oleh Bank Indonesia (yang menyebabkan
pengawasan menjadi tidak efektif), dalam hal ini tidak menyelesaikan masalah
yang terjadi adalah memindahkan masalah yang sama ke lembaga lain.

Melihat dari berbagai konflik yang mungkin akan terjadi nantinya, melihat
kenyataan kondisi politik dan ekonomi Indonesia, serta telah melihat penerapan
lembaga pengawas sejenis OJK dibeberapa negara yang kurang efektif, bahwa
sebenarnya fungsi pengawasan akan berjalan dengan baik bukan terletak pada
dibentuknya lembaga baru atau tidak. Akan tetapi, terletak pada ada atau tidaknya
penerapan prinsip Good Corporate Governance.

Bambang Murdadi dalam jurnalnya yang berjudul Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan
mengungkapkan terdapat empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep
Good Corporate Governance, vyaitu fairness, tranparency, accountability, dan
responsibility.
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Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prisip Good Corporate
Governance secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas dan juga dapat
menjadi penghambat aktifitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan
keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Dari berbagai
hasil penelitian lembaga independen menunjukkan bahwa pelaksanaan Good
Corporate Governance di Indonesia masih sangat rendah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya memberikan penulis

beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Semakin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya
gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa
keuangan dan karena pemerintah beranggapan Bank Indonesia sebagai bank
sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan yang terbukti
banyaknya bank yang dilikuidasi pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia
pertengahan Tahun 1997-1998. Hal ini mengakibatkan terjadinya pengalihan
tugas pengaturan dan pengawasan perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) yang juga mengatur dan mengawasi lembaga keuangan non-bank.
Akan tetapi, OJK dalam menjalankan tugas mengatur dan mengawasi bank
tidak sepenuhnya lepas dari Bank Indonesia. Bank Indonesia masih tetap
bertanggungjawab terhadap tugas pengaturan dan pengawasan perbankan
dalam lingkup macroprudential. Adapun koordinasi antara OJK dengan Bank
Indonesia ini adalah dalam hal pembuatan peraturan pengawasan di bidang
perbankan, akan berkerjasama dalam tukar-menukar informasi perbankan,
serta Bank Indonesia dalam kondisi khusus dapat melakukan pemeriksaan
kepada bank dan kemudian dapat melakukan langkah-langkah penyehatan
terhadap bank yang mengalami kesulitan likuiditas atau kondisi kesehatan
yang semakin memburuk.

2. Secara normatif status OJK merupakan lembaga negara yang independen.
Akan tetapi, ada beberapa hal yang mengakibatkan OJK tidak sepenuhnya
independen. Keberadaan perwakilan dari Bank Indonesia dan Kementerian
Keuangan ini dikhawatirkan akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah
dalam pengambilan setiap keputusan yang berkaitan dengan perbankan.
Selanjutnya hal yang dapat mempengaruhi independensi OJK adalah sumber
pendanaan OJK yang berasal dari APBN dan pungutan terhadap lembaga
keuangan yang diawasinya. Akan sangat menjadi sorotan jika dalam
menjalankan tugas dan fungsinya suatu lembaga pengawas dibiayai oleh
lembaga yang diawasinya sendiri. Hal ini tidak menutup kemungkinan
tindakan pengawasan akan bergantung pada besar kecilnya pungutan yang
dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang diawasi.
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Pembentukan OJK juga memberikan dampak yaitu apabila tugas pengaturan
dan pengawasan bank dipisahkan dari Bank Indonesia, akan dapat
menimbulkan kesulitan dan hambatan dalam melakukan koordinasi dengan
Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas lainnya yang pada akhirnya akan
berpengaruh pada keberhasilan tujuan Bank Indonesia. Kemudian, bank
sentral juga tidak dapat segera mendapat informasi yang akurat dan terkini
sehingga akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya sebagai
lender of the last resort.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya memberikan penulis
beberapa saran, yaitu sebagai berikut :

1.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas
Jasa Keuangan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan
meningkatkan potensi perbankan yang sehat dengan mengembangkan sistem
perbankan yang efektif sehingga dapat mengatasi krisis kepercayaan
masyarakat terhadap perbankan Indonesia. Dalam menjalankan tugas
pengawasan terhadap lembaga keuangan diharapkan koordinasi antara Bank
Indonesia dengan OJK dapat terjalin dengan baik. Untuk itu perlu adanya
revisi terhadap Undang-Undang Bank Indonesia mengenai tugas pengaturan
dan pengawasan perbankan yang telah beralih kepada OJK. Kemudian OJK
dalam menjalankan tugasnya berdasarkan asas-asas independensi, kepastian
hukum, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, integritas, dan
akuntabilitas diharapkan asas-asas tersebut bukan hanya sekedar formalitas,
namun benar-benar diterapkan dalam praktiknya. Mengingat luasnya
wewenang dan tanggungjawab OJK, yang membuat OJK menjadi elemen
penting dalam perekonomian nasional. Efektif atau tidaknya kinerja OJK
menentukan perkembangan perekonomian nasional kedepannya. OJK juga
harus mengadakan unit atau direktorat perbankan syariah dalam struktur
organisasi OJK. Akan tetapi penulis lebih menyarankan, agar tugas
pengaturan dan pengawasan perbankan sebaiknya tetap berada di tangan
Bank Indonesia, sedangkan OJK melakukan pengaturan dan pengawasan
lembaga keuangan non-bank saja.

Keberadaan Dewan Komisioner OJK yang ditempati oleh pejabat lembaga
keuangan tertentu diharapkan akan mampu bersikap objektif. Kemudian
keberadaan perwakilan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sebagai
Dewan Komisioner OJK hendaknya tidak menjadi perpanjangan tangan
pemerintah. Maka diharapkan pihak-pihak yang berada dalam OJK bertindak
tegas apabila ada intervensi. Selanjutnya terhadap sumber pendanaan OJK
yang bersumber dari APBN dan pungutan terhadap lembaga keuangan yang
diawasi OJK haruslah dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
Hendaknya pungutan yang dilakukan harus diimbangi dengan peningkatan
kualitas industri jasa keuangan. Kemudian laporan keuangan yang dibuat
haruslah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan demi menghindari
sangkaan-sangkaan penyelewengan terhadap anggaran OJK tersebut.
Mengingat sumber pendanaan OJK berupa pungutan ini mendapatkan banyak
penolakan.

90



JURNAL EKONOMI Volume 22, Nomor 2 Juni 2014

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin, Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metde Penelitian Hukum, Rajawali
Pers, Jakarta.

Diane Zaini, Zulfi, 2012, Independensi Bank Indonesia dan Penyeesaian Bank
Bermasalah, Keni Media, Bandung.

Hermansyah, 2013, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kecana, Jakarta.
Kasmir, 2008, Dasar-Dasar Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Haymans Manurung, Adler, 2013, Otoritas Jasa Keuangan : Pelindung Investor,
PT.Adler Manurung Press, Jakarta.

Mahmud,Peter, 2010, Penelitian Hukum, Edisi Pertama Cetakan Keenam,
Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2014, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses,
Jakarta.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4357.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang
Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5504.

Bambang Murdadi, 2012, “Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga
Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan”,
Jurnal,Vol.8, No.2, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah
Semarang.

Rebekka Dosma, Bismar Nasution, Mahmul Siregar, Sistem Koordinasi Antara
Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank
Setelah Lahirnya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Hukum Ekonomi, Feb-Mei 2013,
Volume I,  Nomor 2.

Susi Muliayanti, Sunarmi, Mahmul Siregar, Utary Maharani Barus, Analisis
Yuridis Kedudukan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Setelah
Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas
Jasa Keuangan, USU Law Jurnal,, Vol.ll1-No.2 (Nov-2013).

91



JURNAL EKONOMI Volume 22, Nomor 2 Juni 2014

http://lipsus.kontan.co.id/v2/ojk/read/88/Nama-baru-tapi-isinya-muka-lama,
diakses tanggal, 17 Maret 2014.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4eb31b39bde64/belum-dibentuk-
independensi-ojk-diragukan, diakses tanggal, 3 Januari 2014.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5177c83fd2ec0/pakar-pertanyakan-
status-hukum-keuangan-ojk, diakses tanggal 10 April.

Sulistyandari, Lembaga dan Fungsi Pengawasan Perbankan Di Indonesia,
http://www.mimbar.ugm.ac.id, diakses tanggal 06 April 2014.

92


http://lipsus.kontan.co.id/v2/ojk/read/88/Nama-baru-tapi-isinya-muka-lama
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4eb31b39bde64/belum-dibentuk-independensi-ojk-diragukan
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4eb31b39bde64/belum-dibentuk-independensi-ojk-diragukan
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5177c83fd2ec0/pakar-pertanyakan-status-hukum-keuangan-ojk
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5177c83fd2ec0/pakar-pertanyakan-status-hukum-keuangan-ojk
http://www.mimbar.ugm.ac.id/

